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	BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

a. Plasma Nutfah Tanaman yang selanjutnya disebut Sumber Daya Genetik Tanaman adalah materi genetik dari tanaman yang mempunyai nilai nyata atau potensial.

b. Materi genetik adalah bahan dari tanaman, termasuk materi propagasi reproduktif dan vegetatif, yang mengandung unit-unit fungsional pewarisan sifat (hereditas).

c. Eksplorasi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Eksplorasi adalah kegiatan pencarian dan pengumpulan, yang kemudian diikuti dengan identifikasi, karakterisasi, dokumentasi, dan evaluasi.

d. Koleksi Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Koleksi adalah kegiatan pengumpulan yang diikuti dengan penyimpanan dan pemeliharaan Sumber Daya Genetik Tanaman hasil eksplorasi, baik dalam bentuk materi maupun informasi Sumber Daya Genetik Tanaman.

e. Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman adalah pemindahan suatu kebun koleksi Sumber Daya Genetik ke tempat lain dengan tujuan penyelamatan Sumber Daya Genetik Tanaman.

f. Pelestarian Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pelestarian adalah serangkaian kegiatan untuk mempertahankan keberadaan dan keanekaragaman Sumber Daya Genetik Tanaman dalam kondisi dan potensi yang memungkinkannya untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan.

g. Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pemanfaatan adalah serangkaian kegiatan penelitian dan pengembangan, serta penggunaan Sumber Daya Genetik Tanaman, termasuk pembagian keuntungan yang berasal dari pemanfaatannya.

h. Pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pengeluaran adalah serangkaian kegiatan membawa dan/atau mengirimkan Sumber Daya Genetik Tanaman ke luar wilayah Republik Indonesia dalam rangka tukar-menukar untuk kepentingan pemuliaan.

i. Pemasukan Sumber Daya Genetik Tanaman yang selanjutnya disebut Pemasukan atau dapat disebut juga Introduksi adalah serangkaian kegiatan memasukkan Sumber Daya Genetik Tanaman dari luar negeri ke dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan pemuliaan.

j. Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal (PADIA) adalah persetujuan akses Sumber Daya Genetik dari Pemilik atau Kuasanya kepada Pemohon

k. Perjanjian pengalihan materi (Material Transfer Agreement/MTA) adalah perjanjian yang disetujui oleh pemberi dan penerima dalam rangka pengalihan Sumber Daya Genetik.

l. Kebun Koleksi adalah kebun yang digunakan untuk mengoleksi Sumber Daya Genetik Tanaman dalam bentuk hidup.

m. Tempat penyimpanan SDG tanaman yang selanjutnya disebut tempat penyimpanan adalah tempat untuk menyimpan Sumber Daya Genetik tanaman secara in vitro baik dalam bentuk benih, serbuk sari, kultur jaringan maupun cryopreservation.

Pasal 2
(1). Peraturan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua pemangku kepentingan, termasuk peneliti dalam mengelola Sumber Daya Genetik Tanaman.

(2). Peraturan ini bertujuan untuk kelestarian dan kegunaan Sumber Daya Genetik Tanaman sehingga terjamin dalam mendukung pembangunan pertanian berkelanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup peraturan ini mencakup:

a. pelestarian yang meliputi eksplorasi, koleksi, kebun koleksi dan tempat penyimpanan, serta;

b. pemanfaatan yang meliputi pemasukan dan pengeluaran Sumber Daya Genetik Tanaman.
	CHAPTER I
GENERAL REQUIREMENTS
Article 1
Hereinafter referred to as:

a. Plant Germplasm hereinafter referred Plant Genetic Resources is the genetic material of plants that have actual or potential value.

b. Genetic material is the material of the plant, including reproductive and vegetative propagating material, containing functional units of heredity (heredity).

c. Exploration of Plant Genetic Resources, hereinafter referred Exploration is the search and collection activities, which is then followed by the identification, characterization, documentation, and evaluation.

d. Collection of Plant Genetic Resources, hereinafter referred to Collection refers to the gathering followed by storage and maintenance of Plant Genetic Resources exploration results, either in the form of material and information of Plant Genetic Resources.

e. Transfer of Plant Genetic Resources is the removal of a garden collection Genetic Resources to another with the intention of saving Plant Genetic Resources.

f. Preservation of Plant Genetic Resources, hereinafter called Preservation is a series of activities to maintain the presence and diversity of Plant Genetic Resources in the conditions and the potential that allows it to be used in a sustainable manner.

g. Utilization of Plant Genetic Resources, hereinafter referred Utilization is a series of research and development activities, as well as the use of Plant Genetic Resources, including the sharing of benefits derived from their use.

h. Expenditure of Plant Genetic Resources, hereinafter referred Expenditure is a series of activities to bring and / or transmit Plant Genetic Resources outside the territory of the Republic of Indonesia in exchange for the sake of breeding.

i. Importation of Plant Genetic Resources, hereinafter referred Entered Introductions or can also be called a series of activities incorporate Plant Genetic Resources from abroad into the territory of the Republic of Indonesia for the purpose of breeding.

j. Informed consent Early (PADIA) are access agreements Genetic Resources of owner or his proxy to the Applicant

k. Material transfer agreement (Material Transfer Agreement / MTA) is an agreement that is approved by the giver and the receiver in order to transfer Genetic Resources.

l. Collections garden is a garden that is used to collect Plant Genetic Resources in the form of life.

m. SDG storage area plants hereinafter called the storage place is the place to store Genetic Resources in vitro plants either in the form of seeds, pollen, tissue culture and cryopreservation.

Article 2
(1). This regulation is intended as a guide for all stakeholders, including researchers in managing the Plant Genetic Resources.

(2). This regulation aims to sustainability and usability of Plant Genetic Resources to guarantee in support of sustainable agricultural development.

Article 3

The scope of this regulation include:

a. preservation which includes exploration, collection, garden collection and storage, as well;

b. utilization which includes the income and expenditure of Plant Genetic Resources.
	第1章

総則

第1条

a. 植物遺伝資源

b. 遺伝物質

c. 植物遺伝資源の探査（以下、探査）≒アクセス？

d. 植物遺伝資源のコレクション（以下、コレクション）
e. 植物遺伝資源の移転

f. 植物遺伝資源の保存（以下、保存）

g. 植物遺伝資源の利用（以下、利用）

h. 植物遺伝資源の転出（以下、転出）
植物遺伝資源を、繁殖目的で、インドネシア領外に出すこと
i. 植物遺伝資源の輸入（以下、転入）
植物遺伝資源を、繁殖目的で、インドネシア領内に入れること

j. 初期のインフォームド・コンセント（PADIA）
遺伝資源の所有者／代理人と、申請者との間の合意

k. 素材移転契約（MTA）
l. コレクション・ガーデン（ガーデン・コレクション）
植物遺伝資源を生きたまま保存する庭園

m. 植物遺伝資源保存領域（以下、保管所）
種子、花粉、組織培養、凍結保存などの形でin vitroの植物遺伝資源を保管する場所

第2条

(1) 本規則は植物遺伝資源を扱う研究者含め、すべての利害関係者に対して適用される

第3条

本規則の適用範囲は、植物遺伝資源の

保存 （探査、コレクション、保管を含む）
利用 （転入、転出を含む）

	BAB II
PELESTARIAN SUMBER DAYA GENETIK

Bagian Kesatu

Eksplorasi

Pasal 4

(1). Eksplorasi dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang mempunyai kewenangan di bidang penelitian, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2). Eksplorasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan izin.

(3). Eksplorasi yang dilakukan oleh perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan izin dari Menteri.

(4). Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 5

(1).Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan dengan pihak asing hanya untuk kerjasama penelitian.

(2). Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan didampingi oleh peneliti yang diusulkan pemohon dan disetujui oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 6

(1).Untuk memperoleh izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-01 LAMPIRAN I.

(2).Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:

a. nama dan alamat lengkap pemohon;

b. status pemohon;

c. akta pendirian dan perubahannya;

d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

e. tujuan keperluan eksplorasi Sumber Daya Genetik;

f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan ;

g. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dicari;

h. lokasi eksplorasi Sumber Daya Genetik yang dituju;

i. fasilitas yang dimiliki;

j. metode Eksplorasi;

k. jangka waktu Eksplorasi yang akan dilakukan; dan

l. PADIA dari pemerintah daerah atau ketua adat/suku dengan menggunakan formulir model-02 LAMPIRAN II; dan/atau

(3).Untuk eksplorasi yang dikerjasamakan, selain memenuhi keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan:

a. keterangan instansi pemerintah, badan hukum, dan/atau perorangan warga negara asing yang menjadi mitra kerja pemohon; dan

b. naskah kerja sama mengenai eksplorasi antara pemohon dengan mitranya.

Pasal 7

(1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.

(2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pesyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 belum lengkap atau masih ada kekurangan.

(3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.

(4).Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 8

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 9

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin eksplorasi.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 10

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis dengan menggunakan formulir model 03 LAMPIRAN III.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 11

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) akan diberikan Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 04 LAMPIRAN IV.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin eksplorasi sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 12

(1). Izin Eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(2).Untuk memperoleh izin perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan izin perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.

Pasal 13

(1).Untuk memperoleh perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir seperti model 05 LAMPIRAN V.

(2).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah menyampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin perpanjangan.

(3).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus sudah memberikan jawaban ditolak atau disetujui.

Pasal 14

(1).Permohonan izin perpanjangan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), karena alasan teknis sesuai saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 15

(1).Permohonan izin perpanjangan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) diterbitkan perpanjangan izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik dengan memperhatikan saran dan pertimbangan dari Komisi Nasional Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 06 LAMPIRAN VI.

(2).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 16

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, warga negara asing atau badan hukum asing dalam melakukan Eksplorasi harus:

a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;

b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;

c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; dan,

d. mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Izin eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 18

(1). Izin Eksplorasi Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dicabut apabila pelaksana Eksplorasi melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan/atau Pasal 17.

(2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 07 LAMPIRAN VII.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 19

(1). Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan yang bekerjasama dengan pihak asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dalam melakukan eksplorasi wajib melaporkan dan menyerahkan duplikat dari hasil eksplorasi kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

(2).Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat:

a. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik;

b. waktu dan tempat eksplorasi yang dilakukan; dan

c. tujuan eksplorasi.

(3).Untuk eksplorasi yang dilakukan bekerja sama dengan pihak asing selain laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memuat identitas peneliti yang mendampingi;

(4).Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus ditandatangani oleh pelaksana eksplorasi dan/atau pihak asing.

Pasal 20

(1).Penyerahan laporan dan duplikat hasil eksplorasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian akan diberikan bukti penerimaan menggunakan formulir seperti model-08 LAMPIRAN VIII.

(2).Penyerahan laporan dan duplikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pelaksanaan eksplorasi berakhir.

(3).Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai daya tumbuh yang baik.

(4).Duplikat Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikumpulkan dan/atau disimpan dalam Kebun Koleksi tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik atau Bank Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh Pemerintah.

(5).Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mendokumentasikan semua izin dan laporan hasil eksplorasi.
	CHAPTER II
GENETIC RESOURCES CONSERVATION

Part One

Exploration

Article 4

(1). Exploration can be done by a government agency that has the authority in the field of research, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity.

(2). Exploration conducted by government agencies as referred to in paragraph (1) is not required permission.

(3). Explored Individuals Indonesian citizens or Indonesian corporate referred on paragraph (1) required permission Minister.

(4). Implementation of the permit referred to in paragraph (3) The Minister shall delegate authority to the Head of Research and Development.

Article 5

(1). Exploration as referred to in Article 4 can be carried out by foreign parties only for research collaboration.

(2). Exploration referred to in paragraph (1) shall be accompanied by a researcher who proposed the applicant and approved by the Head of Research and Development.

Article 6

(1) .To obtain exploration licenses referred to in Article 4 paragraph (2) of individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity shall apply in writing to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development through the Head of Licensing and Investment Center using the model form-01 APPENDIX I .

(2). Application referred to in subsection (1) must be completed the following caption:
a. name and complete address of the applicant;

b. status of the applicant;

c. deed of incorporation and amendments thereto;

d. Taxpayer Identification Number (TIN);

e. goal Genetic Resources for exploration;

f. the scope of activities of individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity concerned;

g. the type and quantity of Plant Genetic Resources is sought;

h. exploration sites intended Genetic Resources;

i. owned facilities;

j. Exploration methods;

k. the exploration period will be done; and

l. PADIA of local government or traditional leader / tribal using the model form-02 APPENDIX II; and / or

(3) .For exploration and industrial cooperation, in addition to fulfilling the information referred to in paragraph (2) shall be equipped with:

a. description government agencies, legal entities, and / or individual foreign nationals who become partners of the applicant; and

b. texts regarding the exploration of cooperation between the applicant with its partners.

Article 7

(1) .Head of Licensing and Investment Center after receiving the application referred to in Article 6 at the latest within a period of 5 (five) working days must have finished checking the document, and provide answers suspend, refuse or accept the request.
(2) Pending petition referred to in paragraph (1) if the requirements into account as referred to in Article 6 are incomplete or there are still shortcomings.
(3) Delay as referred to in paragraph (2) shall be notified to the applicant in writing that accompanied explanation delay.
(4) .Applicant within a maximum period of 5 (five) working days from receipt of the delay referred to in subsection (3) must have completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2).
(5) .If within 5 (five) working days referred to in paragraph (4) the applicant has not completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2), the request shall be deemed withdrawn.
Article 8

(1) Application is rejected as referred to in Article 7 paragraph (1), if the request is not correct or contrary to applicable laws and regulations.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment Center will be notified to the applicant in writing with the reasons of rejection.
Article 9

(1) The application referred to in Article 7 paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment submitted to the Head of Research and Development for exploration licenses.

(2) Head of Research and Development of Agriculture after receiving a request from the Head of the Licensing and investments referred to in paragraph (1) within a period of 15 (fifteen) working days has been providing answers to reject or accept.
Article 10

(1) Application is rejected as referred to in Article 9 paragraph (2) if due to technical reasons to use the model form 03 APPENDIX III.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant through the Head of Licensing and Investment in writing with reasons refusal.
Article 11

(1) The application referred to in Article 9 paragraph (2) shall be given Exploration Permit Genetic Resources in the form of Decree of the Head of Research and Development as a model form 04 APPENDIX IV.

(2) Head of Research and Development of Agriculture in providing exploration permits, as in paragraph (1) shall consider the advice and consideration of the Chairman of the National Commission on Genetic Resources.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 12

(1). Exploration permits referred to in Article 11 shall apply for a period of 1 (one) year, and may be extended for a period of 6 (six) months.

(2) .To obtain a permit extension referred to in paragraph (1), the applicant must apply for a permit extension not later than three (3) months prior to the term of the license expires.

Article 13

(1) For an extension as referred to in Article 12 paragraph (2) the applicant shall apply in writing to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development through the Head of Licensing and Investment Center uses as a model form 05 APPENDIX V.

(2) The Head of Licensing and Investment Center after receiving the application for renewal of a permit referred to in paragraph (1) within a maximum period of 3 (three) working days must be delivered to the Head of Research and Development to obtain a permit extension.

(3) Head of Research and Development of Agriculture after receiving the application for renewal of a permit referred to in subsection (2) within a period of 5 (five) working days should already give an answer rejected or approved.
Article 14

(1) An application for renewal is rejected as referred to in Article 13 paragraph (3), due to technical reasons and considerations on the advice of the National Commission on Genetic Resources.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant through the Head of Licensing and Investment in writing with reasons refusal.
Article 15

(1) An application for renewal received as referred to in Article 13 paragraph (3) shall be issued a license extension Genetic Resources Exploration by taking into account the advice and judgment of the National Commission on Genetic Resources in the form of Decree of the Head of Research and Development as a model form 06 ANNEX VI .

(2) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 16

Agencies, individual citizens of Indonesia, Indonesian legal entities, foreign citizens or foreign legal entities in conducting exploration should:

a. preserve Genetic Resources and environmental functions;

b. well keep it collects Genetic Resources;

c. attention and respect local customs and habits; and,

d. comply with the legislation in force.

Article 17

Exploration permit referred to in Article 13 are prohibited to be transferred.

Article 18

(1) Genetic Resources Exploration Permit as referred to in Article 13 shall be revoked if the executor Exploration violating the provisions referred to in Article 16 and / or Article 17.

(2) Revocation of permit referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Head of Research and Development of Agriculture in the form of decree as a model form 07 APPENDIX VII.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (2) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 19

(1) Institutions, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity referred to in Article 4 paragraph (1) and in cooperation with foreign parties referred to in Article 5 in exploration is required to report and submit a copy of the results of exploration to the Head of Research and Development Agriculture.

(2) The report referred to in paragraph (1) shall contain:

a. the type and amount of Genetic Resources;

b. time and space exploration is done; and

c. exploration purposes.

(3) For the exploration carried out in collaboration with foreign parties other than the report referred to in paragraph (2) shall contain the accompanying researcher identity;

(4) The report referred to in paragraph (2) and paragraph (3) shall be signed by the executor of exploration and / or foreign parties.
Article 20

(1) Submission of duplicate reports and exploration results referred to in Article 6 to the Head of Research and Development will be given a receipt using the form as a model-08 APPENDIX VIII.

(2) Submission of reports and duplicates referred to in paragraph (1) shall be conducted no later than within 30 calendar days after the execution of exploration ends.

(3) Duplicate Genetic Resources referred to in paragraph (2) shall have the power to grow well.

(4) Duplicate Genetic Resources referred to in paragraph (2) are collected and / or stored in a storage area Garden Collection or Bank Genetic Resources Genetic Resources held by the Government.

(5) Agency for Agricultural Research and Development document all permits and reports the results of exploration.
	第2章
遺伝資源の保全
第1部

探査

第4条

(1) 探査は、政府の研究機関、インドネシア人、インドネシア法人によって行うことができる。
(2) (1)の政府機関が探査を行う場合には、許可は不要である。
(3) (1)のインドネシア人及び法人が探査を行う場合には、大臣の許可が必要である。

(4) (3)の許可を与える際には、大臣は研究開発局長にその権限を委任する。

第5条

(1) 第4条の探査は、外国人は共同研究の場合においてのみ可能である。

(2) (1)の探査は、研究開発局長の承認を得た研究者が同伴しなければならない。

第6条

(1) 第4条(2)の許可を取得するために、インドネシア人または法人は、ライセンス及び投資センター長を通じて、農業研究開発局長に対し、別添1の書式1により申請を行う。
(2) (1)の申請には、以下が必要
a. 申請者の住所・氏名

b. 申請者の状況

c. 法人の証明書（定款？）

d. 納税者番号（NPWP）
e. 遺伝資源探査の目的

f. インドネシア人または法人による、活動の範囲

g. 植物遺伝資源の種類及び量
h. 遺伝資源探査を行う場所
i. 所有する施設
j. 探査の方法
k. 探査を行う期間
l. 地方自治体あるいは伝統的リーダー／部族との、別添2の書式2による初期のインフォームド・コンセント（PADIA）
(3) 産業協力の場合は、(2)に加えて以下も必要
a. 申請者のパートナーとなる政府機関、法人、及び／あるいは個人、外国人

b. 探査に際して、申請者とパートナーとの協力についての記載

第7条

（第6条に基づく申請の処理について）

書類内容に不備がある場合は、5営業日以内に対応しなければその申請は取り下げられる。

第8条

（第7条の申請を却下する場合について）
関連法規に適合しないことを理由に却下
却下理由を付して書面により通知

第9条

（第7条に基づく申請の処理について）

第10条

（第9条の申請を却下する場合について）
技術的な理由により却下
却下理由を付して書面により通知
第11条

（第9条の申請承認に基づくライセンス（許可証）発行について）
別添4の書式4により、遺伝資源探査の許可が与えられる。
第12条

（許可証の有効期間、延長申請について）
許可証の有効期間は1年間、申請により6か月まで延長可能
第13条

（許可証の期間延長／更新の申請方法について）
別添5の書式5により、延長／更新の申請を行う
第14条

（第13条の申請を却下する場合について）

却下理由を付して書面により通知

第15条

（第13条の申請承認による延長／更新について）

別添6の書式6により、延長／更新の許可が与えられる。
第16条

探査を行う機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、

a. 遺伝資源及び環境を保全する

b. 収集した遺伝資源をきちんと保管する

c. 地域の習慣に注意と経緯を払う

d. 関連法規を遵守する

第17条

第13条の許可証は、譲渡禁止

第18条

（遺伝資源の探査許可の撤回について）

第16・17条違反があれば撤回する

別添7の書式7により撤回通知
第19条

(1) 第4条(1)に定める機関、インドネシア人及び法人、第5条に定める外国人と共同研究を行う者は、探査の結果を農業研究開発局長に報告しなければならない。
(2) (1)の報告には、以下の内容を含める

a. 遺伝資源の種類と量

b. 探査の行われた時期及び場所

c. 探査の目的

(3) 外国人と共同で行った場合には、共同研究者の身元についても報告

(4) 報告書には、探査を実施した者及び／あるいは外国人の署名が必要

第20条

（報告書の提出について）

探査の終了後30日以内に提出

	Bagian Kedua

Kebun Koleksi dan Tempat Penyimpanan

Pasal 21

(1). Pelestarian Sumber Daya Genetik dapat dilakukan di luar habitat (ex situ) dalam bentuk kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan oleh instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.

(2).Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan sarana yang dapat mempertahankan daya hidup dan sifat genetiknya.

Pasal 22

(1).Sarana kebun koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), antara lain meliputi:

a. ketersediaan lahan;

b. ketersediaan bangunan kantor, gudang, peralatan lapangan, sistem jaringan irigasi;

c. sistem pengamanan dan keamanan kebun; dan

d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

(2).Sarana tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2), antara lain meliputi:

a. ketersediaan bangunan dengan ruang yang suhu dan kelembabannya dapat diatur

b. peralatan pengolahan, pengemasan dan penyimpanan benih;

c. jaminan pasokan daya listrik;

d. sistem pengelolaan yang meliputi sumber daya manusia, pendanaan, dan dokumentasi.

Pasal 23

Kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan Sumber Daya Genetik yang diselenggarakan oleh instansi, perorangan atau badan hukum wajib didaftarkan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 24

(1).Untuk mendapatkan tanda daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, instansi, perorangan atau badan hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir seperti model 09 LAMPIRAN IX.

(2).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja harus sudah memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima.

Pasal 25

(1).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 belum lengkap atau masih ada kekurangan.

(2).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.

(3).Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 26

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 27

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk dimohonkan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja harus telah selesai melakukan penilaian dokumen dan peninjauan lokasi kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan dan memberikan jawaban menunda atau menerima permohonan pendaftaran.

Pasal 28

(1).Penundaan permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi masih ada kekurangan persyaratan.

(2).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

(3).Pemohon dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melengkapi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4).Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3), persyaratan belum dipenuhi, permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 29

(1).Permohonan pendaftaran diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), apabila dari hasil penilaian dokumen dan peninjauan lokasi persyaratan telah dipenuhi.

(2).Permohonan pendaftaran kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 10 LAMPIRAN X.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 30

(1). Instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang memiliki kebun koleksi dan/atau tempat penyimpanan yang telah didaftar harus melaporkan perkembangan pengelolaannya secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(2).Apabila pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut tidak dilakukan, maka Keputusan Pendaftaran Kebun Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) dicabut.

Pasal 31

Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman sebagian atau seluruhnya dari suatu Kebun Koleksi Terdaftar ke Kebun Koleksi lain harus mendapat persetujuan dari Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 32

(1).Untuk memperoleh persetujuan pemindahan kebun koleksi Sumber Daya Genetik  Tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi menggunakan formulir model-11 LAMPIRAN XI.

(2).Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan sebagai berikut:

a. nama dan alamat lengkap pemohon;

b. akta pendirian dan perubahannya;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. ruang lingkup kegiatan badan hukum atau perorangan warga negara Indonesia yang bersangkutan;

e. jenis dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dipindahkan;

f. tujuan keperluan pemindahan Sumber Daya Genetik;

g. fasilitas yang dimiliki;

h. lokasi pemindahan Sumber Daya Genetik yang dituju;

i. metode pemindahan ; dan

j. jangka waktu pemindahan yang akan dilakukan.

Pasal 33

(1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak atau menerima permohonan.

(2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.

(3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.

(4).Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 34

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 35

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik Tanaman.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 36

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 37

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) akan diberikan Persetujuan Pemindahan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 12 LAMPIRAN XII.

(2). Persetujuan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 38

(1). Persetujuan Pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diberikan untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2).Untuk memperoleh persetujuan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib mengajukan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum persetujuan habis masa berlakunya.

(3). Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dipindahtangankan.

Pasal 39

Perorangan warga negara Indonesia dan badan hukum Indonesia dalam melakukan Pemindahan Sumber Daya Genetik harus:

a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;

b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dikumpulkannya;

c. memperhatikan dan menghormati adat istiadat dan kebiasaan setempat; atau

d. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Perkembangan pelaksanaan pemindahan Sumber Daya Genetik dari suatu Kebun Koleksi ke Kebun Koleksi Lain harus dilaporkan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 41

Persetujuan pemindahan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 dan/atau Pasal 40.
	Part Two
Gardens Collection and Storage

Article 21

(1) Preservation of Genetic Resources can be done outside of the habitat (ex situ) in the form of garden collection and / or storage space by the agency, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity.

(2) Gardens collection and / or storage places referred to in paragraph (1) shall be equipped with a means to maintain the viability and genetic properties.

Article 22

(1) Means garden collection referred to in Article 21 paragraph (2), among others, include:

a. availability of land;

b. availability of office buildings, warehouses, field equipment, systems of irrigation networks;

c. security systems and security gardens; and

d. management system which includes human resources, funding, and documentation.

(2) Means of storage as referred to in Article 21 paragraph (2), among others, include:

a. the availability of the building with the space temperature and humidity can be set

b. processing equipment, packaging and storage of seeds;

c. guaranteed supply of electric power;

d. management system which includes human resources, funding, and documentation.
Article 23

Garden collection and / or storage of Genetic Resources held by institutions, individuals or legal entities shall be registered with the Head of Research and Development.
Article 23

Garden collection and / or storage of Genetic Resources held by institutions, individuals or legal entities shall be registered with the Head of Research and Development.
Article 24

(1) To get a registration certificate as referred to in Article 23, institutions, individuals or legal entities shall apply in writing to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development through the Head of Licensing and Investment by using the form as the model 09 APPENDIX IX.

(2) The Head of Licensing and Investment Center after receiving the application referred to in paragraph (1) within a maximum period of 3 (three) working days should already give an answer delay, refuse, or accept.

Article 25

(1) Application pending referred to in Article 24 paragraph (2) if the requirements referred to in Article 22 are incomplete or there are still shortcomings.

(2) The delay referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant in writing accompanied by an explanation delay.

(3) The applicant within a maximum period of 5 (five) working days from receipt of the delay referred to in paragraph (2) must have completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (1).

(4) If within a period of 5 (five) working days referred to in paragraph (3) the applicant has not completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (1), the application shall be considered withdrawn.
Article 26

(1) Application is rejected as referred to in Article 24 paragraph (2), if the request is not correct or contrary to applicable laws and regulations.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment Center will be notified to the applicant in writing with the reasons of rejection.

Article 27

(1) The application referred to in Article 24 paragraph (2) by the Head of Licensing and Investment submitted to the Head of Research and Development for registration filed garden collection and / or storage.

(2) Head of Research and Development of Agriculture after receiving a request from the Head of the Licensing and investments referred to in paragraph (1) within a maximum period of 15 (fifteen) working days must have completed the assessment and review of the location of the document collection field and / or storage areas and provide answers to postpone or accept the application for registration.
Article 28

(1) Delay for registration as referred to in Article 27 paragraph (2) if the results of the assessment and review of the location of the document is still no shortage of requirements.

(2) The delay referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant in writing by the Head of Licensing and Investment Center.

(3) The applicant within a maximum period of 1 (one) year after receiving a delay referred to in paragraph (2) shall complete lack of requirements referred to in paragraph (1).

(4) If within a period of 1 (one) year as referred to in paragraph (3), the requirements have not been met, the application shall be considered withdrawn.

Article 29

(1) The registration application is received as referred to in Article 27 paragraph (2), if the results of the assessment and review documents the location requirements have been met.

(2) Application for registration of garden collection and / or storage area received as referred to in paragraph (1) shall be determined by the Decree of the Head of Research and Development as a model form 10 APPENDIX X.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (2) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 30

(1) Institutions, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity which has a garden collection and / or storage area that has registered its management should report progress regularly to the Head of Research and Development, at least 1 (one) time in 1 (one ) year old.

(2) If the report referred to in paragraph (1) within a period of 3 (three) years in a row is not done, then the registration decision Gardens Collections referred to in Article 29 paragraph (3) repealed.
Article 31

Transfer of Plant Genetic Resources partially or completely from a Garden Collection Garden Collection Registered to another must be approved by the Head of Research and Development.

Article 32

(1) To obtain the approval of the transfer of garden collection Plant Genetic Resources as referred to in Article 31, agencies, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity, apply in writing to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development through Licensing and Investment Center using the model form-11 APPENDIX XI.

(2) The application referred to in paragraph (1) shall be equipped with the following caption:

a. name and complete address of the applicant;

b. deed of incorporation and amendments thereto;

c. Taxpayer Identification Number (TIN);

d. the scope of activities of the legal entity or individual Indonesian citizens concerned;

e. the type and quantity of Plant Genetic Resources are transferred;

f. removal purposes goal Genetic Resources;

g. owned facilities;

h. Genetic Resources relocation site in question;

i. displacement method; and

j. period of removal to be performed.
Article 33

(1) Head of Licensing and Investment Center after receiving the application referred to in Article 32 within a maximum period of 5 (five) working days must have finished checking the documents, and provide answers to suspend, refuse or accept the request.

(2) Application pending referred to in paragraph (1) if the requirements referred to in Article 32 paragraph (2) is incomplete or there are still shortcomings.

(3) The delay referred to in paragraph (2) shall be notified to the applicant in writing accompanied by an explanation delay.

(4) The applicant within a maximum period of 5 (five) working days from receipt of the delay referred to in subsection (3) must have completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2).

(5) If within a period of 5 (five) working days referred to in paragraph (4) the applicant has not completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2), the request shall be deemed withdrawn.
Article 34

(1) Application is rejected as referred to in Article 33 paragraph (1), if the request is not correct or contrary to applicable laws and regulations.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment Center will be notified to the applicant in writing with the reasons of rejection.

Article 35

(1) The application referred to in Article 33 paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment submitted to the Head of Research and Development for Approval Removal of Plant Genetic Resources.

(2) Head of Research and Development of Agriculture after receiving a request from the Head of the Licensing and investments referred to in paragraph (1) within a period of 15 (fifteen) working days has been providing answers to reject or accept.

Article 36

(1) Application is rejected as referred to in Article 35 paragraph (2) if due to technical reasons.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant in writing by the Head of Licensing and Investment Center, accompanied by the reason for disapproval.
Article 37

(1) The application referred to in Article 35 paragraph (2) shall be given approval by the Head of the Transfer of Agricultural Research and Development as a model form 12 APPENDIX XII.

(2) The approval of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 38

(1) Approval of Transfer of Genetic Resources as referred to in Article 37 provided for a period of 2 (two) years, and may be extended for a period of 1 (one) year.

(2) To obtain the approval of the extension referred to in paragraph (1), the applicant shall apply for approval of an extension no later than 3 (three) months prior to the approval expires.

(3) The approval referred to in paragraph (1) shall not be transferable.
Article 39

Individual citizens of Indonesia and Indonesian legal entities in conducting Displacement Genetic Resources should:

a. preserve Genetic Resources and environmental functions;

b. well keep it collects Genetic Resources;

c. attention and respect local customs and habits; or

d. comply with the legislation in force.

Article 40

Progress in implementing the transfer of Genetic Resources of the Gardens Collections Other Collections Gardens to be reported at least 1 (one) time in 1 (one) year.

Article 41

Approval of transfer of Genetic Resources as referred to in Article 37 paragraph (2) shall be revoked if it does not comply with the provisions referred to in Article 38 paragraph (3), Article 39 and / or Article 40.
	第2部
ガーデン・コレクション及び保管について

第21条

(1) 機関、インドネシア人あるいは法人は、ガーデン・コレクションや保管所など、生息域以外で遺伝資源を保存することができる。
(2) (1)のコレクション／保管所は、生存能力や遺伝的特性を維持する設備でなければならない。
第22条

（ガーデン・コレクション、保管所に備えるべき設備について）

第23条

個人や法人、組織のガーデン・コレクション／保管所は、登録が必要

第23条

機関、個人、あるいは法人が所有するガーデン・コレクション／保管所は、研究開発局長によって登録されなければならない。

第24条

（第23条の登録の申請方法について）

第25条

（第22条に定める設備が不足している場合の対応について）

第26条

（第24条の申請を却下する場合について）

却下理由を付して書面により通知

第27条

（研究開発局長による、第24条の申請の処理について）
第28条

（第27条の申請処理の猶予期間？について）
申請内容に不備がある場合、一年以内に対応しなければ、その申請は取り下げられる。

第29条

（第27条の申請を承認する場合について）

第30条

（登録済みガーデン・コレクション／保管所についての報告書提出義務について）

年に1回以上報告

3年間報告がない場合は、登録を抹消

第31条

登録済みガーデン・コレクションから遺伝資源を一部または全部移転する場合、研究開発局長の承認が必要。
第32条

(1) 機関、インドネシア人あるいは法人は、別添11の書式11により申請を行い、第31条の移転の承認を得る。

(2) (1)の申請には、以下が必要

a. 申請者の住所・氏名

b. 法人の証明書（定款？）
c. 納税者番号（NPWP）
d. インドネシア人または法人による、活動の範囲
e. 移転する植物遺伝資源の種類及び量
f.  遺伝資源を移転する（取り出す）目的
g. 所有する施設
h. 遺伝資源を移転する場所
i. 移転の方法
j. 移転（取り出し）を行う期間
第33条

（第32条に基づく申請の処理について）

書類内容に不備がある場合は、5営業日以内に対応しなければその申請は取り下げられる。

第34条

（第33条の申請を却下する場合について）
関連法規に適合しないことを理由に却下
却下理由を付して書面により通知

第35条

（第33条に基づく申請の処理について）

第36条
（第33条の申請を却下する場合について）
技術的な理由により却下
却下理由を付して書面により通知

第37条

（第35条の申請を承認する場合について）

第38条

（移転申請承認の有効期間、延長申請について）

有効期間は2年間、申請により1年まで延長可能

延長を希望する場合は、有効期限の3か月以上前に申請する。
第39条

遺伝資源の移転を行う機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、

a. 遺伝資源及び環境を保全する

b. 収集した遺伝資源をきちんと保管する

c. 地域の習慣に注意と経緯を払う

d. 関連法規を遵守する

第40条

（報告書提出義務について）

遺伝資源の移転の進捗について、1年に1回以上報告
第41条

（遺伝資源の移転許可の撤回について）

第38条(3)、39、40条違反があれば撤回する。

	BAB III
PEMANFAATAN

Bagian Kesatu

Pemasukan Sumber Daya Genetik

Pasal 42

(1).Sumber Daya Genetik yang dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia dapat dimanfaatkan untuk penelitian dan koleksi.

(2).Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain pemuliaan untuk menghasilkan varietas unggul baru dan/atau bioprospeksi untuk menghasilkan produk baru yang bernilai ekonomi.

Pasal 43

(1).Pemasukan Sumber Daya Genetik dapat dilakukan dalam wujud DNA, serbuk sari, jaringan tanaman, setek, bagian tanaman, dan biji, dan/atau tanaman utuh.

(2).Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila belum ada di wilayah Republik Indonesia.

(3).Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan penelitian, termasuk pemuliaan tanaman.

Pasal 44

(1).Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.

(2).Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian.

(3).Pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan hanya untuk tujuan:

a. menunjang program penelitian, termasuk pemuliaan tanaman;

b. memperkaya keanekaragaman genetik;

c. menyelamatkan dan melestarikan Sumber Daya Genetik; dan

d. memulihkan Sumber Daya Genetik dari bencana alam.

Pasal 45

(1).Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia, mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model-13 LAMPIRAN XIII,

(2).Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi keterangan:

a. nama dan alamat lengkap pemohon;

b. akta pendirian dan perubahannya;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dimasukkan;

e. tujuan Pemasukan;

f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;

g. lokasi asal Sumber Daya Genetik;

h. institusi dari negara asal yang memberikan Sumber Daya Genetik;

i. PADIA; dan

j. jangka waktu pemasukan.

Pasal 46

(1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima permohonan.

(2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) belum lengkap atau masih ada kekurangan.

(3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 47

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 48

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pemasukan.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 49

(3).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model 14 LAMPIRAN XIV.

(4).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya.

Pasal 50

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) akan diberikan Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 15 LAMPIRAN XV.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pemasukan sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 51

(1). Izin Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pemasukan.

(2). Izin pemasukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 52

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pemasukan Sumber Daya Gen etik harus:

a. melalui tempat-tempat pemasukan yang telah ditetapkan oleh Menteri.

b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 53

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang memasukan Sumber Daya Genetik harus:

a. menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik dan fungsi lingkungan hidup;

b. menyimpan dengan baik Sumber Daya Genetik yang dimasukkannya;

Pasal 54

(1). Izin Pemasukan Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat 2.

(2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 16 LAMPIRAN XVI.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 55

Pemasukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dapat dilakukan melalui akses langsung atau tukar menukar Sumber Daya Genetik.
	CHAPTER III
UTILIZATION
Part One

Entered Genetic Resources
Article 42

(1) Genetic Resources entered into the territory of the Republic of Indonesia can be used for research and collections.

(2) The study referred to in paragraph (1), among others, breeding to produce new varieties and / or bioprospeksi to produce a new product that has economic value.

Article 43

(1) Entry of Genetic Resources can be done in the form of DNA, pollen, plant tissue, cuttings, parts of plants, and seeds, and / or intact plants.

(2) Entry of Genetic Resources referred to in paragraph (1) may be done if not in the territory of the Republic of Indonesia.

(3) The entry referred to in paragraph (2) can be carried out in an amount corresponding to the needs of research, including plant breeding.

Article 44

(1) Entry of Genetic Resources as referred to in Article 43 can be done after the permission of the Minister.

(2) The granting of licenses referred to in paragraph (1) The Minister shall delegate authority to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development.

(3) The entry referred to in paragraph (1), can be done only for the purpose of:

a. supporting research programs, including plant breeding;

b. enrich genetic diversity;

c. save and preserve Genetic Resources; and

d. Genetic Resources recover from natural disasters.
Article 45

(1) To obtain a license as referred to in Article 44 paragraph (1), agencies, individual citizens of Indonesia, Indonesian legal entity, apply in writing to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development through the Head of Licensing and Investment Center using the model form-13 ANNEX XIII,

(2) The application referred to in paragraph (1) shall be equipped with caption:

a. name and complete address of the applicant;

b. deed of incorporation and amendments thereto;

c. Taxpayer Identification Number (TIN);

d. the type, form and amount of Plant Genetic Resources are included;

e. Entered destination;

f. the scope of activities of individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity concerned;

g. location of origin Genetic Resources;

h. institutions of the country of origin that gives Genetic Resources;

i. PADIA; and

j. period income.
Article 46

(1) Head of Licensing and Investment Center after receiving the application referred to in Article 45 paragraph (1) within a period of 5 (five) working days must have finished checking the documents, and provide answers to suspend, refuse, or accept the request.

(2) Application pending referred to in paragraph (1) if the requirements referred to in Article 45 paragraph (2) is incomplete or there are still shortcomings.

(3) The delay referred to in paragraph (2) shall be notified to the applicant in writing that accompanied penundaan.Pemohon explanation within a maximum period of 5 (five) working days from receipt of the delay referred to in subsection (3) must have completed or meet the requirements shortage referred to in paragraph (2).

(4) If within a period of 5 (five) working days referred to in paragraph (4) the applicant has not completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2), the request shall be deemed withdrawn.

Article 47

(1) Application is rejected as referred to in Article 46 paragraph (1), if the request is not correct or contrary to applicable laws and regulations.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment Center will be notified to the applicant in writing with the reasons of rejection.
Article 48

(1) The application referred to in Article 46 paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment submitted to the Head of Research and Development to get a permit for the import.

(2) Head of Research and Development of Agriculture after receiving a request from the Head of the Licensing and investments referred to in paragraph (1) within a period of 15 (fifteen) working days has been providing answers to reject or accept.

Article 49

(3) The application is rejected as referred to in Article 48 paragraph (2) if due to technical reasons using a form like the model 14 APPENDIX XIV.

(4) The refusal referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant through the Head of Licensing and Investment in writing with reasons refusal.

Article 50

(1) The application referred to in Article 48 paragraph (2) shall be given Importation Permit Genetic Resources in the form of Decree of the Head of Research and Development as a model form 15 APPENDIX XV.

(2) Head of Research and Development of Agriculture in providing license revenue as in paragraph (1) shall consider the advice and consideration of the Chairman of the National Commission on Genetic Resources.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 51

(1) Entry Permit as referred to in Article 50 applies for a period of 6 (six) months to 1 (one) time income.

(2) permit income referred to in paragraph (1) shall not be transferable.

Article 52

Agencies, individual Indonesian citizens, legal entities of Indonesia in revenue Gene Resources of conduct should:

a. through places that have income determined by the Minister.

b. follow the provisions of the legislation in the field of quarantine and biosafety of genetically engineered products.

Article 53

Agencies, individual citizens of Indonesia, Indonesian legal entity must include Genetic Resources:

a. preserve Genetic Resources and environmental functions;

b. well save the inclusion of Genetic Resources;

Article 54

(1) Entry Permit Genetic Resources referred to in Article 50 shall be revoked if transfer the permit referred to in Article 51 paragraph 2.

(2) Revocation of permit referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Head of Research and Development of Agriculture in the form of decree as a model form 16 APPENDIX XVI.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (2) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 55

Entered as referred to in Article 50 can be done through direct access or exchange of Genetic Resources.
	第3章
利用
第1部

（領土内に）転入した遺伝資源について
第42条

(1) インドネシア領内に転入してきた遺伝資源は、研究及びコレクションに利用できる。
(2) (1)の研究には、新品種を作るための繁殖及び／あるいは経済的価値を有する新たな製品を作るための生物探索も含まれる。

第43条

(1) 遺伝資源の転入は、DNA、花粉、植物組織、切片、植物の一部、種子、及び／あるいは完全な植物体の状態で行うことができる。

(2) (1)の遺伝資源の転入は、インドネシア領内でなくても可能な場合がある。

(3) (2)の転入は、研究に必要な分量のみに限られる。

第44条

(1) 第43条の転入は、大臣の許可を得て行うことができる。

(2) (1)の許可を与える際には、大臣は農業研究開発局長にその権限を委任する。
(3) (1)の許可は、以下の目的においてのみ与えられる：

a. 植物の繁殖を含む、研究プログラムの支援

b. 遺伝的多様性の強化
c. 遺伝資源の保護及び保存
d. 遺伝資源の、自然災害からの回復
第45条

(1) 第44条(1)の許可を取得するために、インドネシア人または法人は、ライセンス及び投資センター長を通じて、農業研究開発局長に対し、別添13の書式13により申請を行う。
(2) (1)の申請には、以下が必要

a. 申請者の住所・氏名

b. 法人の証明書（定款？）

c. 納税者番号（NPWP）
d. 植物遺伝資源の種類、形態、及び量
e. 転入先
f.  インドネシア人または法人による、活動の範囲

g. 遺伝資源の原産地
h. 遺伝資源を提供する原産国の機関名
i. PADIA
j. 転入の時期
第46条

（第45条に基づく申請の処理について）
書類内容に不備がある場合は、5営業日以内に対応しなければその申請は取り下げられる。

第47条

（第46条の申請を却下する場合について）

関連法規に適合しないことを理由に却下
却下理由を付して書面により通知

第48条

（第46条に基づく申請の処理について）

第49条

（第48条(2)の申請を却下する場合について）
技術的な理由により却下
却下理由を付して書面により通知

第50条

（第48条の申請承認に基づくライセンス（許可証）発行について）
別添15の書式15により、遺伝資源転入の許可が与えられる。
第51条
（許可証の有効期間、延長申請について）

許可証の有効期間は6か月、期間中1回の転入が認められる。
第52条
遺伝資源の転入を行う機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、
a. 大臣の定めた場所において転入を行う
b. 遺伝子組換え作物の検疫や安全性に関する法令に従う
第53条

機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、以下を遵守して転入を行う
a. 遺伝資源及び環境を保全する

b. 遺伝資源と環境の機能を維持する
第54条

（遺伝資源の転入許可の撤回について）

第51条(2)違反があれば撤回する

別添16の書式16により撤回通知

第55条

第50条の転入許可は、遺伝資源への直接のアクセスあるいは交換によって行われる

	Bagian Kedua

Pengeluaran Sumber Daya Genetik

Pasal 56

(1).Pengeluaran Sumber Daya Genetik dapat dilakukan hanya dalam rangka kerjasama penelitian.

(2).Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap Sumber Daya Genetik yang masuk dalam daftar lampiran Perjanjian mengenai Sumber Daya Genetik Tanaman untuk Pangan dan Pertanian.
Pasal 57

(1).Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dapat dilakukan setelah ada izin dari Menteri.

(2).Pelaksanaan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) Menteri melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Penelitan dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 58

Untuk memperoleh izin pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), instansi, perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Badan Penelitian

dan Pengembangan Pertanian melalui Pusat Perizinan dan Investasi dengan menggunakan formulir model 17 LAMPIRAN XVII, disertai dengan keterangan:

a. nama dan alamat lengkap pemohon;

b. akta pendirian dan perubahannya;

c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

d. jenis, wujud dan jumlah Sumber Daya Genetik Tanaman yang dikeluarkan;

e. tujuan Pengeluaran;

f. ruang lingkup kegiatan perorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bersangkutan;

g. lokasi asal Sumber Daya Genetik;

h. institusi di negara penerima Sumber Daya Genetik;

i. MTA yang sudah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;

j. PADIA menggunakan formulir seperti formulir model 18 LAMPIRAN XVIII; dan

k. jangka waktu pengeluaran.

Pasal 59

(1).Kepala Pusat Perizinan dan Investasi setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja harus telah selesai memeriksa dokumen, dan memberikan jawaban menunda, menolak, atau menerima permohonan.

(2).Permohonan yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 belum lengkap atau masih ada kekurangan.

(3).Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada pemohon secara tertulis yang disertai penjelasan penundaan.

(4).Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak menerima penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus telah melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5).Apabila dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon belum melengkapi atau memenuhi kekurangan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), permohonan dianggap ditarik kembali.

Pasal 60

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1), apabila permohonan tidak benar atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi akan diberitahukan kepada pemohon secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

Pasal 61

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) oleh Kepala Pusat Perizinan dan Investasi disampaikan kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian untuk mendapatkan izin pengeluaran.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian setelah menerima permohonan dari Kepala Pusat Perizinan dan Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja telah memberikan jawaban menolak atau menerima.

Pasal 62

(1).Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) apabila karena adanya alasan teknis menggunakan formulir seperti model 19 LAMPIRAN XIX.

(2).Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diberitahukan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi secara tertulis dengan disertai alasan penolakannya

Pasal 63

(1).Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) akan diberikan Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian seperti formulir model 20 LAMPIRAN XX.

(2).Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam memberikan izin pengeluaran sebagaimana dalam ayat (1) harus memperhatikan saran dan pertimbangan Ketua Komisi Nasional Sumber Daya Genetik.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 64

(1). Izin Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 berlaku untuk jangka waktu 6 (enam) bulan untuk 1 (satu) kali pengeluaran.

(2). Izin pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk dipindahtangankan.

Pasal 65

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia dalam melakukan pengeluaran Sumber Daya Genetik harus:

a. melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan oleh Menteri.

b. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan dan keamanan hayati produk rekayasa genetik.

Pasal 66

Instansi, perorangan warga negara Indonesia, badan hukum Indonesia yang mengeluarkan Sumber Daya Genetik harus menjaga kelestarian Sumber Daya Genetik.

Pasal 67

(1). Izin Pengeluaran Sumber Daya Genetik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dicabut apabila memindahtangankan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2).

(2).Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam bentuk Keputusan seperti formulir model 21 LAMPIRAN XXI.

(3).Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemohon melalui Kepala Pusat Perizinan dan Investasi.

Pasal 68

(1).Untuk kepentingan pelestarian Sumber Daya Genetik, Menteri menetapkan jenis tanaman yang populasinya terbatas.

(2).Penetapan jenis tanaman yang populasinya terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

Pasal 69

Untuk pengeluaran Sumber Daya Genetik yang dilindungi dari wilayah Republik Indonesia diatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
	Part Two
Spending Genetic Resources

Article 56

(1) Spending on Genetic Resources can be done only within the framework of research collaboration.

(2) The expenditure referred to in paragraph (1) shall not apply to Genetic Resources in the list of attachments Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture.

Article 57

(1) Spending on Genetic Resources referred to in Article 56 can be done after the permission of the Minister.

(2) The granting of licenses referred to in paragraph (1) The Minister shall delegate authority to the Head of the Agency for Agricultural Research and Development.
Article 58

To obtain a license to Genetic Resources as referred to in Article 57 paragraph (1), agencies, individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity to apply in writing to the Head of Research

and Agricultural Development through Licensing and Investment Center using the model form 17 ANNEX XVII, accompanied by the caption:

a. name and complete address of the applicant;

b. deed of incorporation and amendments thereto;

c. Taxpayer Identification Number (TIN);

d. the type, form and amount of Plant Genetic Resources issued;

e. Spending purposes;

f. the scope of activities of individual Indonesian citizens or Indonesian legal entity concerned;

g. location of origin Genetic Resources;

h. institutions in recipient countries Genetic Resources;

i. MTA that has been authorized by officials appointed by the Head of Research and Development;

j. PADIA using forms such as form 18 APPENDIX XVIII models; and

k. spending time period.

Article 59

(1) Head of Licensing and Investment Center after receiving the application referred to in Article 58 within a period of 5 (five) working days must have finished checking the documents, and provide answers to suspend, refuse, or accept the request.

(2) Application pending referred to in paragraph (1) if the requirements referred to in Article 58 are incomplete or there are still shortcomings.

(3) The delay referred to in paragraph (2) shall be notified to the applicant in writing accompanied by an explanation delay.

(4) The applicant within a maximum period of 5 (five) working days from receipt of the delay referred to in subsection (3) must have completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2).

(5) If within a period of 5 (five) working days referred to in paragraph (4) the applicant has not completed or meet shortages requirements referred to in paragraph (2), the request shall be deemed withdrawn.

Article 60

(1) Application is rejected as referred to in Article 59 paragraph (1), if the request is not correct or contrary to applicable laws and regulations.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment Center will be notified to the applicant in writing with the reasons of rejection.
Article 61

(1) The application referred to in Article 59 paragraph (1) by the Head of Licensing and Investment submitted to the Head of Research and Development to obtain a license.

(2) Head of Research and Development of Agriculture after receiving a request from the Head of the Licensing and investments referred to in paragraph (1) within a period of 15 (fifteen) working days has been providing answers to reject or accept.

Article 62

(1) Application is rejected as referred to in Article 61 paragraph (2) if due to technical reasons to use such a model form 19 APPENDIX XIX.

(2) The refusal referred to in paragraph (1) shall be notified to the applicant through the Head of Licensing and Investment in writing with reasons refusal

Article 63

(1) The application referred to in Article 61 paragraph (2) shall be given permits Expenditure Genetic Resources in the form of Decree of the Head of Research and Development as a model form 20 Appendix XX.

(2) Head of Research and Development of Agriculture in providing a license as in paragraph (1) shall consider the advice and consideration of the Chairman of the National Commission on Genetic Resources.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (1) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.
Article 64

(1) Permit expenditure referred to in Article 63 applies for a period of 6 (six) months to 1 (one) time expenditure.

(2) permits the expenditure referred to in paragraph (1) shall not be transferable.
Article 65

Agencies, individual citizens of Indonesia, Indonesian legal entity in spending Genetic Resources should:

a. through places expenditure determined by the Minister.

b. follow the provisions of the legislation in the field of quarantine and biosafety of genetically engineered products.

Article 66

Agencies, individual citizens of Indonesia, Indonesian legal entity that issued the Genetic Resources must preserve Genetic Resources.

Article 67

(1) Permit Genetic Resources expenditure referred to in Article 63 shall be revoked if transfer the permit referred to in Article 64 paragraph (2).

(2) Revocation of permit referred to in paragraph (1) shall be conducted by the Head of Research and Development of Agriculture in the form of decree as a model form 21 APPENDIX XXI.

(3) The decision of the Head of Research and Development of Agriculture as referred to in paragraph (2) shall be submitted to the applicant through the Head of Licensing and Investment.

Article 68

(1) For the purposes of preservation of Genetic Resources, the Minister specifies the type of plants whose population is limited.

(2) Determination of plant species whose population is limited as described in paragraph (1) shall be conducted by the Head of Research and Development.
Article 69

Genetic Resources for spending protected from the territory of the Republic of Indonesia is regulated in accordance with the applicable legislation.
	第2部
遺伝資源の消費
第56条
(1) 遺伝資源の消費は、共同研究の枠組内においてのみ認められる。

(2) (1)の消費は、ITPGRのリストに含まれるものには適用されない。

第57条

(1) 第56条の遺伝資源の消費は、大臣の許可を得て行うことができる。

(2) (1)の許可を与える際には、大臣は農業研究開発局長にその権限を委任する。
第58条

第57条(1)の許可を取得するために、インドネシア人または法人は、ライセンス及び投資センター長を通じて、農業研究開発局長に対し、別添17の書式17により申請を行う。
申請には、以下が必要

a. 申請者の住所・氏名

b. 法人の証明書（定款？）

c. 納税者番号（NPWP）
d. 植物遺伝資源の種類、形態、及び量
e. 消費の目的
f.  インドネシア人または法人による、活動の範囲

g. 遺伝資源の原産地
h. 遺伝資源を受領する国の機関名
i. 研究開発局長の任命する職員により認定されたMTA
j. PADIA（別添18の書式18）
i. 消費の時期
第59条

（第58条に基づく申請の処理について）

書類内容に不備がある場合は、5営業日以内に対応しなければその申請は取り下げられる。

第60条
（第59条の申請を却下する場合について）

関連法規に適合しないことを理由に却下
却下理由を付して書面により通知

第61条

（第59条に基づく申請の処理について）

第62条

（第61条の申請を却下する場合について）
技術的な理由により却下
却下理由を付して書面により通知

第63条

（第61条の申請承認について）
別添20の書式20により、遺伝資源消費の許可が与えられる。
第64条
（許可の有効期間、延長申請について）

許可の有効期間は6か月、期間中1回の消費が認められる。

第65条
遺伝資源の消費を行う機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、
a. 大臣の定めた場所において消費を行う

b. 遺伝子組換え作物の検疫や安全性に関する法令に従う

第66条

機関、インドネシア人及び法人、外国人及び法人は、遺伝資源及び環境を保全しなければならない。
第67条

（遺伝資源の消費許可の撤回について）

第64条(2)違反があれば撤回する

別添21の書式21により撤回通知

第68条

(1) 遺伝資源保全のために、大臣は、個体数の限られた植物種を指定することができる。
(2) (1)の個体数の限られた植物種の決定は、研究開発局長により行われる。

第69条

インドネシア領内での遺伝資源の消費については、関係法令に従う（？）

	BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Izin eksplorasi, pengeluaran dan/atau izin pemasukan Sumber Daya Genetik yang telah dikeluarkan sebelum Peraturan ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlakunya izin.
	CHAPTER IV
TRANSITIONAL PROVISIONS
Article 70

Exploration permits, expenses and / or permit entry of Genetic Resources that have been issued before this regulation stipulated otherwise remain valid until the expiry of the validity period of the permit.
	第4章
経過規定

第70条

本規則の制定以前に発行された、遺伝資源の探査、消費、及び／あるいは転入の許可については、当該許可証の有効期限内は有効とする。

	BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 71

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
	CHAPTER V
CLOSING

Article 71

This Regulation shall enter into force on the date specified.
	第5章
結辞
第71条

本規則は明記された日時に発効する。
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